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NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAGRAN

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, maka dipandang peru menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Karanggeneng Tahun Anggaran 2013
dengan Peraturan Desa.

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraluran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;



Memperhatikan

Menetapkan

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor
o/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006
tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Dasrah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);

Peraturan Desa Jagran Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA JAGRAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA JAGRAN TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagran Tahun Anggaran
2014 sejumiah Rp. 373.127..000,- ( Tiga ratus tujuh puluh juta seratus
duapulu tuju Ribu Rupiah).



Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut
dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 373.127.000-
b. Belanja
1) Langsung Rp. 216.277.000,-
2) Tidak Langsung Rp. 149.150.000,-

3) Pengeluaran pembiayaan Rp. 7,700,000,-
¢. Pembiayaan

1) Penerimaan Rp. 373,127.000,-
2) Pengeluaran Rp. 373,127.000,-
Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jagran
Padatanggal 18 Pebruari 2014
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Lampiran Peratur. an Desa Jagran
Kab. Lamongan

Nomor : 02 Tahun 2014
Tanggal : 18 Pebruari 2014
Tentang : Anggaran Pendapaten dan Belanja
Desa jagren
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA JAGRAN KECAMATAN KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2014
ODE TAHUN TAHUN
RENENING URAIAN SEBELUMNYA | BERJALAN KET.
_(Rp) | (Rp)
1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN
1.1|Penidapatan Asli Desa
1.1.1 Hasil Usaha Desa
1.1.1.4 Sumbangan_dari HIPPAM 400,000 400,000
112 Hasli Pengelolaan Kekayaan Desa
1.1.2.1 Tanah Kas Desa
1.1.2.1.1 Sewa Bengkek Kades 20,000,000} 20,000,000
1.1.2.1.2 Sewa t Desa 30,000,000} 30,000,000
1.1.2.1.3 Sewa Eks Bengkok Sekdes 6,500,000 15,000,000
1.1.214 Sewa Sawah Gerdon 5,000,000
113 Hasil Swadaya dan Partisipasi
1.1.3.1 Swadaya penunjang ADD dan Bansun 2,500,000 5,000,600
1132 Swadaya penunjang Jalan Poros 3,000,000 5,000,000
1.1.33 Swadaya penunjang jalan rabat beton (PNPM) 3,500,000 6,500,000
1.1.3.4 Swadaya Sawah Tambak (Pemitik Luar Desa) 1,000,000} 1,200,000
1.1.35 Sumbangan Pengusaha Galangan/Jagal Sapl/ Huller 500,000 750,000
1136 sumbangan Pengusaha Genteng 400,000}
114 Hasit Gotong Royong
1.14.1 Gotong royong dinilai dengan uang 10,000,000 1 d,Om,OOO
1.1.5 Lain-jain Pendapatan Asli Desa yang sah
1.1.5.1 surat menyurat
1.1.5.2 Leges jual befi Tanah 3,500,000 5,200,000
1.1.5.3 | NTCR 350,000 1,000,000
1.1.54
1.2|Bagi Hasil Pajak :
:-%; 3 Bagi Hasil Pajak Kabupaten

13

Bag) Hasil Retribusi

1.3.1




3 4 5
1 2
4.4|Bagian Dana Perimbangan Keuangan
{Pusat dan Daerah 21500000 1,560,000
1.4.1 |ADD 5,500,000 5,500,000
142 BANSUN Jagran 5'500'000 5lsoo 000
143 BANSUNLego — =
1.5|Bantuan Keuangan Pemesintah Propinsi,
——"i dan desa lainnya
1.5.9 Bantuan Keuangan Pemorintah
152 [Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi
1.5.21 Pembangunan Jalan Desa
153 Bantuan Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
1531 TPAPD Kades 9,600,000 12,300,000
1532 TPAPD Perangkat Desa 50,400,000 54,000,000
1533 TPBPD 3,650,000 3,650,000
1534 Bantuan RT ( dari Kabupaten ) 3,000,000 3,000,000 |250000 x 12 RT
1.5.35 Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya 0
1536 Puma Bhakti Kepala Desa 5,000,000
1.53.7 Asuransi Kepala Desa 6,000,000 1,000,000
1.5.3.8 Bantuan Pemilihan Kepala Desa 6,500,000
1,539 Bantuan Uang Duka bagi perangkat Desa 500,000
1.54 Bantuan Keuangan Desa lainnya :
1.6]Hibah
1.6.1 Hibah darl
1.6.1.1 Pembangunan Jalan rabat beton (PNPM) 100,000,000 60,000,000
1.6.2 Hibah dari pemerintah propinsi
1.63 Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota
1.6.3.1 Pem nan rehab Balai Desa 40,000,000
1632 nan Jalan Lingkungan 30,000,000
1.633 Pembangunan Jalan Poros $0,000,000 50,000,000
164 Hibah dari badan/omganisasi/swasta
1.6.5 |Hibah dari kefompok ran
1.71Sum n Pihak Ketiga
1.7.1 Sumbangan untuk Pengisian Pevangkat Desa 0 0
1.7.1.2 m Pihak Ketiga _
1743 sumbangan pihak ketiga 14,000,000
JUMLAH PENDAPATAN 422,927,000 373,127,000
(1.441.2+4.3¢1.441.5¢1.6+1.7)
1
2 BELANJA
2.1|Belanja Langeung (2.1.142.1.2+2.1.3)
211 iHonorarium
2.1.1.1 Honorarhim Petugas pemungqut PBB 727,000 727,000
2.1.13 Honorarium Ketua Rt dari Desa
2.1.14 Honorarium Kader Glzi
2.1.1.6 Honorarium Pengurus LPM




212 Belanja Barang/Jasa
21211 Belanja Perjalanan Dinas
21212 Perjalanan Dinas Kepala Desa 500,000 1,000,000
21243 Belanja Rapat dan Akemodasi 1,000,000 1,000,000
21214 Belanja ATK 500,000 600,000
2.1.2.15 Honor PJOK/PJAK ADD 500,000 500,000
21216 Bayar Listrik Batai Desa 600,000 600,000
2,1,21,7 Bayar Pajak Bumi Desa 300,000 300,000
21,221 Belanja Bahan/Matertal ‘
2.1.22.5 Belanja Bahan / Matrial Jalan_Lingkungan 30,000,000
2.1.2.2.6 Belanja pembangunan Gapuro Masuk Desa 15,000,000
2.1.2.2.7 Belanja Bahan / Material ADD 31,550,000 32,050,000
24.229 Belanja Bahan / material Bansun (2 Dusun) 11,000,000 13,000,000
212210 __ |Belanja Matesial Jalan poros Desa 53,000,000 55,000,000
212211 |Belanja Pembangunan Rehab Balai Desa 40,000,000
21,2212  |Beianja Pembangunan Jalan rabat beton (PNPM) 103,500,000 66,500,000
2,1,2,2,13
2.1.23 |Pembayaran Premi Asuransi
2.1.2.3.1 Asuransi Kepala Desa 6.000,000)
21.3 |Belanja Modai
2.1.3.1 Belanja Modal Komputer

Belanjs Modal Meubellair

Jumiah Belanja Langsung 248,877,000 | Rp 216,277,000|
22 Belanja Tidak Langsung

(2.2.142.2.242.2 342.2.4+2.2.5)
2.2.1 Belanja Pegawal/penghasilan Kades
2211 Hasil Sewa Bengkok Kades 20,000,000 20,000,000
221.1.1 TPAPD Kades 9,600,000 12,300,000
22112 o
22123 Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS (] 0

2.2.1.3 | TPAPD Sekdes non PNS 0 0

221.3 Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya
2.2.1.3.1 Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya 30,000,000] 30,000,000
22.1.32 TPAPD Perangkat Desa Lainnya 50.400,000] 50,400,000
2.2.1.4 TPBPD 3,650,000 3,650,000
2.2.1.4.1
2.2.2 |Belanfa Hibah
2.2.2.1 |Pegj_alanan Tamu Dinas
2222 lMenunjangLegiafan PILKADES (Dari Desa) 5,000,000
j2.2.2.3 IMenunjaqg Pemilihan Kepala Desa dari pihak Ketiga 14,000,000
2224 Puma Bhakti Kepala Desa (Dari Desa)
2226 |Puma Bhakti Perangkat Desa (Dari Desa)
2226 IBelanj_a Biaya Musrenbang Kecamatan 400,000]
2227 [belanja Mu 500,000
2228 [Menunjang Kegiatan PNPM 2014-2015 ( dari Desa ) 900,000 2,500,000
2229
2.2.3 Belanja Bantuan Soslal
22.3.1 Kegiatan PHEN/PHBI
2232 Kegiatan Bersih Desa { istigosah ) 550,000
22313 Kaniatan Sneinl K katan R Rnvnnn 10 NN ANN 10 ann non




2235 Pembinaan Perangkat Desa 500,000 350,000
2236 Bayar BAZIZ ke KU A 350,000 650,000
2237 Pembangunan Lapangan voily
2238 Pembangunan Pintu Pagar Balai Desa
2.24 Belanja Bantuan Keuangan
2241 Operasional Pemerintahan Desa
2242 Operasional BPD 2,500,000 2,500,000
2243 Operasional LPM 2,000,000 2,000,000
2244 Operasional PKK 3,000,000 3,000,000
2245 Operasional KARANG TARUNA 1,000,000 1,000,000
2246 Operasional Posyandu 500,000 500,000
2247 Operasional RT ( dari Kabupaten ) 3,000,000 3,000,000
2.2.4.8 Operasional LINMAS 350,000 350,000
2249 Purna Bhakti Kepala Desa dari Kabupaten 5,000,000
2.2.4.10 Purna Bhakti Perangkat Desa 2,000,000
22411 Bantuan Pemilihan Kepala Desa (dan Kabupaten) 6,500,000
22412 Bantuan uang duka bagi Perangkat Desa 500,000
2.25 Belanja tak terduga 400,000
2.251 belanja keadaan darurat 3,000,000

Jumlah Belanja (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5) 174,050,000 149,150,000

Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya
3.1.2 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
313 Penenmaan Pinjaman

uaran Pembiayaan

3.21 Pembentukan Dana Cadangan Panitia Lelang 2,500,000 |di bendahara Desa
3.2.2 Penyertaan Modal Desa
3.23 Pembayaran Hutang Rehab Balai Desa 5,200,000

Jumlah Pembiayaan{ 2.1+2.2+3.1+3.2) 422,927,000 373,127,000
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

DESA JAGRAN KECAMATAN KARANGGENENG

KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGRAN

KECAMATAN KARANGGENENG
NOMOR: /413.307.04.1/2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JAGRAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAGRAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGENENG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas
Rancangan Peraturan Desa Karanggeneng tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Karanggeneng Tahun Anggaran 2013 dengan
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4438),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;



Memperhatikan

Menetapkan

10.

1.

2

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor
6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006
tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E),

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006
tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

' Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor  Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor  / );

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamangan Tahun 2006 Nomor 15/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);

Peraturan Desa Karanggeneng Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Berita acara rapat Badan Pemmusyawaratan Desa Karanggeneng
membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Karanggeneng tahun anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAGRAN TAHUN
ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Jagran Tahun Anggaran 2014



Pasal 2
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan

sebagaimana fersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .lagran
Pada tanggal 20 Pebruari 2014

MUSYAWARATAN DESA JAGRAN

MARSUKI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JAGRAN KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA JAGRAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAGRAN KECAMATAN
KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor: / /413.307.04.1 2014

Pada hari ini. Kamis tanggal Dua puluh Pebruari Tahun Dua Ribu Empat .
Belas, bertempat di Balai Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Menindaklanjuti usulan
Kepala Desa Jagran perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Jagran Tahun Anggaran 2014,Badan Permusyawaratan Desa Jagran
mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan
saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Jagran menyatakan menyetujui
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagran Tahun
Anggaran 2014

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Jagran Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman
pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Jagran

. MARSUKI
Ketua

2. KUSNOTO.S.Pd
Anggota

3. SAHERIL S.Pd.
Anggota =00

4. SYAIFUL ANWAR S.Pd .
Anggota

5. ZENI
Anggota

6. NGATMIAJ
Anggota

7. RUSDI
Anggota



